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BABl 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah 

Kehancumn hutan di Indonesia sudah berada dalam tingkat yang amat 

memperihatinkan. Laju penurunan luas kawasan hutan mencapai 1.8 juta hektar 

per tahun, mengakibatkan sekitar 50% hutan dalam keadaan rusak. Berbagai 

bencana seperti tanah longsor dan banjir yang melanda berbagai propinsi pada 

beberapa bulan terakhir ini merupakan akibat dari laju penurunan kawasan hutan 

yang disebabkan oleh kebijakan yang salah dalam pengelolaan hutan dan sumber 

daya alam lainnya. 

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di hampir seluruh wilayah 

tanah air telah menandai dimulainya krisis ekologi 1 dengan dimensi yang sangat 

luas di Indonesia. Menyusul malapetaka banjir ini, diramalkan pula kita akan 

segera mengalami bulan-bulan kering yang akan menyebabkan masalah 

kelangkaan serius air bersih. Banjir, kekeringan serta masalah-masalah 

pencemaran air merupakan gambaran sebuah krisis air yang akan kita hadapi pada 

masa-masa yang akan datang. Krisis ekologi yang kita hadapi saat ini melengkapi 

krisis ekonomi dan dan menjadi sebuah lingkaran setan yang semakin kompleks 

yang dihadapi bangsa ini. 

1
• Krisis Ekologi mencakup pengertian yang luas yang pada dasarnya menekankan pada 

problematika di seputar lingkungan dan ekosistemnya. 

1 

































































































































































DAFTAR BACAAN 

Buku-Buku 

Alam Setia Zain, S.H., Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Jakarta: Rineka 
Cipta 

Elfian Effendi, 2000, Jangan Menunggu Kapal Pecah. Salah Urus Hutan, Otonomi 
Daerah, dan Desentralisasi Fiskal. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Tala Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press. 

Hadjon, M. Philipus, 1987 Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia, 
Surabaya: PT Bina Ilmu 

Mas Achmad Santosa, 1998, Gugatan Perwakilan, Pustaka Peradilan Jilid XVII, 
Proyek Pembinaan Tehnis Mahkamah Agung- RI 

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan 
Nasional, Surabaya: Airlangga University Press. 

Salim, H.S, 1997, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 

Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, 
Surabaya: Airlangga University Press 

Wijoyo, Suparto, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Surabaya: Airlangga 
University Press. 

Peraturan Perundang·undangan 

UUD 1945 Amandemen IV 

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup 

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen 



PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 

PP Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona 
Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 

PP Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. 

Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolan Kawasan Lindung. 

Perma No 1 tahun 2002 Tentang Prosedur Gugatan Kelompok 

Dokumentasi 

Data Korban Banjir Pacet Mojokerto (Dokumentasi Walhi Jatim) 

World Bank Annual Report 2001 

Keadaan Hutan Di Indonesia (Compact Disc) Data Base Forest Watch Indonesia 

Atlas Hutan Indonesia (Compact Disc) Data Base Forest Watch Indonesia 

Buletin dan Surat Kabar 

Suara Pembaharuan 13 Maret 1999 

Buletin Tanah Air 

Surabaya News 24 Desember 2002 

Internet 

www.kehati.or.id 

www.walhi.or.id 


	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN
	DAFTAR ISI
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	DAFTAR BACAAN

